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ABSTRAK

PENGUJIAN BELEIDSREGEL (PERATURAN KEBIJAKAN) DI
MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menguji suatu peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Dalam hal ini selain hal tersebut tidak ada yang lain yang dapat menjadi
suatu objek yang di uji di Mahkamah Agung selain hal tersebut. Namun nyatanya,
Mahkamah Agung pernah menguji suatu beleidsregel (peraturan kebijakan) yaitu
dalam bentuk Surat Keputusan Bersama dan Surat Edaran dan masih ada beberapa
yang lain. Beleidsregel (peraturan kebijakan) adalah hasil dari suatu diskresi yang
dilakukan pemerintah dalam mengatasi suatu kekosongan hukum. Demikian di
dalam penelitian ini akan dibahas mengenai apakah suatu beleidsregel (peraturan
kebijakan) dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dan apakah
sebenarnya Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengujinya. Selain itu
juga akan dibahas dimanakah yang tepat atau yang berwenang untuk menguji suatu
beleidsregel (peraturan kebijakan). Penelitian ini akan dilakukan dengan metode
yuridis normatif yang akan menjawab posisi dari suatu beleidsregel (peraturan
kebijakan) dan mengetahui tempat pengujiannya yang tepat apabila memang

Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya.

Kata kunci : Beleidsregel (peraturan kebijakan), Mahkamah Agung, Peraturan

Perundang-undangan.



The Supreme Court has the authority to review a statutory regulation under the law
against a higher statutory regulation. In this case, apart from this, there is nothing
else that can become an object to be examined in the Supreme Court other than this.
However, in fact, the Supreme Court has examined a beleidsregel (policy
regulation), namely in the form of a Joint Decree and a Circular Letter and there are
several others. Beleidsregel (policy regulation) is the result of a discretion made by
the government in overcoming a legal vacuum. Thus, this research will discuss
whether a beleidsregel (policy regulation) can be categorized as a statutory
regulation and whether the Supreme Court actually has the authority to review it.
Apart from that, it will also be discussed where it is appropriate or authorized to
examine a beleidsregel (policy regulations). This research will be conducted using
a normative juridical method that will answer the position of a beleidsregel (policy
regulation) and find out the exact place of examination if the Supreme Court does

not have the authority to examine it.

Key words : beleidsregel (policy regulation), Supreme Court, Statutory

Regulation.
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